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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak 
memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan 
lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan 
kritik sebagai “a king without country” hanya karena dalam perkembangannya 

kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, 
seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan 
statistic.

5

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti 

kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu 

atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.
6

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada 

tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama 

kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 

Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi 

criminal”.
7
 Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum

dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. 

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja 

tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi 

yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah 

merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui 

bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh 

5
 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama, Bandung, 

2007, hlm. 15 
6
 Susanto. I.S, Kriminologi. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. 

7
 Alam A. S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1 
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pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu 

perbuatan yang melanggar hukum. 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu: 

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) 

meliputi: 

a. Definisi kejahatan;  

b. Unsur-unsur kejahatan; 

c. Relativitas pengertian kejahatan;  

d. Penggolongan kejahatan; 

e. Statistik kejahatan. 

2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan 

(breaking of laws), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (breaking of laws) 

meliputi:  

a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;  

b. Teori-teori kriminologi;  

c. Berbagai perspektif kriminologi. 

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). 

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 

upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention), dan perlakuan 

terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) 

meliputi:  
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a. Teori-teori penghukuman;  

b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan. 

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, 

fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi 

dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya 

yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua 

disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan 

lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. 

Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang 

membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan 

lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri 

sendiri. 

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian 

dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana 

hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang 

dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping 

itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti 

bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat factual, maka sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyandarkan hukum pidana 

kepada kenyataan.  

Bahkan karena cara pandang krimonologi yang lebih luas terhadap 

kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu 

membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat 
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sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi 

yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu: 

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana  

2. Dalam penerapan hukum pidana  

3. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, 

deskriminalisasi dan depenalisasi. 

3. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi  

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 

dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita 

dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 

dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami 

kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah 

berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya 

menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles 

menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. 

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk 

hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa 

lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa 

hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak 

banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus 

dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. 

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu 

ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu 
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pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, 

dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau 

perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai 

kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu 

dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, 

merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan 

sebagai kejahatan.
8
 

 

B. Tinjauan Umum tentang Penggelapan  

1. Pengertian Penggelapan   

Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk 

menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV KUH 

Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan 'Verduistering' dalam bahasa 

Belanda.
9
 

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja 

dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang siapa 

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali 

atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam 

tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan 

hukumannya Rp. 900,- KUHP Pasal 35,43, 373s dan Pasal 486. 

                                                             
8
 Ibid 

9
 P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir,Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan 

Terhadap Hak Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung: Nuansa 
Aulia, 2010) h109 
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Tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana 

baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama orang 

membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya 

kita kenal atau menguasai secara tidak sah. 

Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai 

berikut: Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara 

harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti 

luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 

membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian 

bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda 

(memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang 

diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. 

Tindak Pidana penggelapan adalah termasuk tindak pidana kejahatan 

terhadap harta kekayaan orang atau vermogendelicten sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Kejahatan terhadap harta 

kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas 

harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). 

Pasal 372 KUHP menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan 

hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 

karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah. 

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika 

ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan 
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objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda yang sebagian 

atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja 

dan penggelapan melawan hukum. 

Tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang 
dikemukakan sebagai berikut: Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita 
diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda 
diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang 

sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih 
mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang 
menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya 
sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan 
karena kejahatan.

10
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan 

kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada 

ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan. 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul ”Penggelapan”. Tindak 

pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai 

dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis, yaitu:
11

 

a. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu barang 
siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang 
seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada 
padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan 
pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah. 

                                                             
10

 Ibid., hlm 5 
11

 P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta 

Kekayaan, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm112 
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b. Penggelapan ringan. Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti 
diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang 
dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak 
ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa 
disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu 
diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak 
dianggap barang khusus. 

c. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan 
atau disebut juga ”gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam pasal 374 
KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan 
pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai 
suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena 
mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP 
menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang 
dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan 
kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang 
lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau 
yayasan. 

d. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul 
dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. 
Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan 
keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan 
terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya 
dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau 
terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan 
penggelapan. 

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggealapn ini 
tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII 
yang mengatur mengenai apa yang disebut ”ambtsmisdrijven” atau kejahatan 
jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam 
jabatannnya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan 
jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur 
tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas 
berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan 
diambil atau digelapkan oleh orang lain. 
 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan  

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, yaitu  

a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi :  

1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai). Menurut Tongat, pada 

penjelasannya mengenai unsur “Mengakui sebagai milik sendiri 

(Menguasai)”, menyebutkan: Dalam tindak pidana “Pencurian” unsur 
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“Menguasai” ini merupakan unsur “Subjektif”, tetapi dalam tindak pidana 

“Penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “Objektif”. Dalam hal 

tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak 

pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada 

saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam 

hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk 

menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu 

benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana 

penggelapan, perbuatan “Menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang 

dilarang, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, 

maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “Menguasai” tersebut 

belum selesai. 

2) Unsur sesuatu barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada 

dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak 

mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya 

tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai 

barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan/atau bergerak. Unsur ini, 

menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya 

sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang 

itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan 

perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung 

tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya 

terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak 

mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap. 
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3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain Unsur ini memberikan 

kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan 

bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. 

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek 

penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau 

orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. 

4) Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan. Selanjutnya unsur “Barang itu harus sudah ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam 

tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan 

orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah 

misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan 

sebagainya. 

5) Unsur secara melawan hukum Suatu benda milik orang lain berada dalam 

kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (Suatu 

kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

Adami Chazawi, menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini 

adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab 

perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, 

perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya. 

b. Unsur subjektif yaitu, Dengan sengaja. 

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. 

Kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:  
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1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang 

lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan 

hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya 

atau bertentangan dengan hak orang lain.  

2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk 

melakukan perbuatan memiliki.  

3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa iamelakukan perbuatan memiliki 

itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik 

orang lain sebagaian atau seluruhnya.  

4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada 

dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan 

antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian 

langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang 

tidak memerlukan tindakan lain. 

4. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan 

  Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tindak pidana 

penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan 

Pasal 377 KUHP yang isinya : 

1)  Pasal 372  

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, 

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya 
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bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.  

2) Pasal 373 

Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu 

bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, 

dihukum sebagai penggelapan ringan, denganhukuman penjara selama-

lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya 15 kali enam puluh rupiah. 

3) Pasal 374 

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena 

jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, 

dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun”.  

 

4) Pasal 375  

Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk 

disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan 

wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada 

mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya enam tahun” 

5) Pasal 376  

 Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangakan dalam bab ini.  

6) Pasal 377  

a) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan 

dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat 
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memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak 

tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :  

(1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan  

(2) Masuk militer  

(3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena 

Undang-Undang Umum 

(4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau 

pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri  

(5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri 

(6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.  

b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut 

haknya melakukan pekerjaan itu. 

C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dari Sisi Kriminologi 

 Kejatahan menurut pandangan para pakar Kriminologi secara umum 

berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma ( hukum 

pidana)/kejahatan/criminal law merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, 

sehingga tidak dapat dibiarkan. Kriminologi menaruh perhatian terhadap 

kejahatan yaitu :  

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan 

2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara nonpenal 

3. Perilaku yang dideskriminalisasi 

4. Populasi pelaku yang ditahan 

5. Tindakan yang melanggar hukum 

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial 
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Adapun teori-teori penyebab timbulnya kejahatan  adalah sebagai berikut: 

1. Teori Biologis 

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktural seseorang 

dibawa sejak lahir. Melalui gen  dan keturunan dapat memunculkan 

penyimpangan tingkah laku.  Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat 

membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku 

sosiopatik. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat 

dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tetentu 

seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun 

hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya 

saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku 

kejahatan. 

2. Teori Psikogenesis 

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena 

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, 

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial 

dan kecenderungan psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi 

terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 

adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku 

memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang 

mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung 

memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki 

penghasilan tetap. 
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3. Teori Sosiogenis 

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 

sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, 

tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang 

keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi 

sekolah yang kurang menarik dan  pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai 

kesusilaan dan agama.
12

 Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan 

karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.  

4. Teori Subkultural Delikuensi 

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab kejahatan adalah populasi 

yang padat, status sosial-ekonomis, kondisi fisik perkampungan yang sangat 

buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. 

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, dimana maksud dari 

faktor ini adalah berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu 

kejahatan.Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan dibandingkan dengan 

pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan.Hal ini terjadi karena biasanya orang 

yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan 

dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. 
13
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